
 

 

 

 

 

BUPATI BULUNGAN 

PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

 

PERATURAN BUPATI BULUNGAN 

                                        NOMOR 16 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  BULUNGAN, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan 

Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah 

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 

SALINAN 

SALINAN 
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Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah 

Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2756); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran  Negara  

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 

2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 

Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
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Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bulungan Tahun 2021 Nomor 2); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2020. 

 

Pasal  1 

Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah 

Tahun Anggaran 2020 terdiri atas: 

a. Pendapatan:   

 1. pendapatan asli daerah: Rp 132.587.083.681,32 

 2. dana perimbangan: Rp 897.070.061.651,00  

 3. lain-lain pendapatan 

daerah yang sah: Rp 203.005.927.159,16 

     jumlah pendapatan Rp 1.232.663.072.491,48 

b. belanja:   

 1. belanja tidak langsung:   

 a) belanja pegawai:  Rp 446.542.699.563,00  

 b) belanja hibah: Rp 30.803.120.000,00  

 c) belanja bantuan 

sosial: 
Rp 

1.440.080.000,00  

 d) Belanja bagi hasil 

kepada Provinsi/ 

Kabupaten/Kota dan 

Pemerintah Desa: 

Rp 2.124.802.000,00 

 e) belanja bantuan  

 

 

 

 

 

 

Rp 155.753.458.123,00 
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keuangan kepada 

Provinsi/Kabupaten/

Kota dan 

Pemerintahan Desa: 

 f) belanja tidak 

terduga: 

Rp 3.000,00 

 jumlah belanja tidak 

langsung 
Rp 636.664.162.686,00 

 2. belanja langsung:   

 a) belanja pegawai: Rp 67.343.303.120,00  

 b) belanja barang dan 

jasa: 

Rp 326.245.421.519,70 

 c) belanja modal: Rp 246.028.609.986,35 

 Jumlah belanja 

langsung 
Rp    639.617.334.626,05 

 jumlah belanja Rp 1.276.281.497.312,05 

 surplus / (defisit) Rp    (43.618.424.820,57) 

c. pembiayaan:   

 1. penerimaan:  Rp 101.653.037.259,45 

 2. pengeluaran:  Rp 0,00 

        jumlah pembiayaan neto Rp 101.653.037.259,45 

 sisa lebih pembiayaan 

anggaran tahun 

berkenaan 

Rp 58.034.612.438,88 

 

Pasal 2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran pendapatan dan 

belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran pendapatan dan 

belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 

dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi 

anggaran. 
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Pasal 4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran pendapatan dan 

belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Bulungan. 

 

 

Ditetapkan di Tanjung Selor 

pada tanggal 13 Agustus 2021 

Juli 2020 

   

BUPATI  BULUNGAN, 

 

ttd 

 

                   SYARWANI 

 

Diundangkan di Tanjung Selor  

pada tanggal  13 Agustus 202113 Mei 2020 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,  

           

     ttd 

 

                  SYAFRIL  

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021  NOMOR 16 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Plt. Kepala Bagian Hukum, 

 
 
 
 

HAMRAN, SH 
Pembina  IV/a 

NIP. 197011302002121004 
 


